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BAB |11
PENUTUP

Kesimpulan
Keberadaan DPRD Kota Yogyakarta merupakan hasil inspirasi dari masyarakat
kota Yogyakarta yang merindukan perubahan menuju cita-cita “mencerdaskan
kehidupan bangsa serta mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang
kemerdekaan” sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan
masyarakat kota Yogyakarta dalam membangun kota Yogyakarta tanpa
meninggalkan identitas kota yang khas, dengan mencerminkan keberpihakan
kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memaparkan kesimpulan
sebagai berikut :
. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di kota Yogyakarta.

Keberadaan DPRD merupakan sebagai wujud dari demokrasi Negara Rl
yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Perwujudan demokrasi tersebut,
dibuktikan dengan adanya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
berasal dari partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu legislatif. Oleh
sebab itu, DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih sebagai penyalur
aspirasi dari masyarakat. Keberadaan DPRD kota Yogyakarta diharapkan

menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan masyarakat
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kota Yogyakarta. Sebagai institusi legislatif Daerah, DPRD mempunyai 3 (tiga)
fungsi yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi
merupakan salah satu fungsi dari DPRD kota Yogyakarta dalam menunjang
tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Yogyakarta yaitu dalam
membentuk Peraturan Daerah kota Yogyakarta. Fungsi legislasi ini tujuannya
adalah untuk meningkatkan peran pembuatan Peraturan Daerah yang
menghasilkan produk hukum yang bersifat mengatur dan mengikat sesuai
dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah kota Yogyakarta. Mewujudkan
Kota Yogyakarta yang sejahtera dapat dilakukan dengan menghasilkan produk-
produk hukum yang tentunya memberi dampak positif kepada masyarakat.
Produk hukum (Perda) yang dibentuk oleh DPRD berguna untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Yogyakarta. Peraturan Daerah
dapat berasal dari DPRD Kota Yogyakarta atau Walikota yang kemudian
dibahas untuk mendapat persetujaun bersama. Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Badan Legislasi Daerah. Pembahasan Raperda tersebut
dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD berdasarkan ketentuan yang telah
disepakati bersama dengan Walikota. Rancangan Peraturan Daerah yang telah
disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota akan ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

Namun, semua upaya tersebut, tidaklah berjalan dengan mulus saja dan

tidak semudah membalikan telapak tangan. Disamping tugas mulia yang
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diamanahkan oleh masyarakat kota Yogyakarta ada beberapa hal yang
membuat kinerja DPRD kota Yogyakarta menjadi terhambat terlebih tugas
dalam melaksanakan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam
menunjang kinerja DPRD kota Yogyakarta, masih banyak kendala yang perlu
dibenahi baik dari segi teoretis, segi yuridis maupun segi tekhnis. Sehingga
kendala-kendala tersebut harus dapat diatasi juga secara teoretis, yuridis dan
tekhnis. Fungsi legislasi menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan-
kebijakan daerah kota Yogyakarta berupa produk-produk hukum. Sehingga
keberhasilan suatu produk hukum itu tergantung usaha dan kerja keras dari
DPRD dan masyarakat yang saling mempunyai keterkaitan antara satu dengan
yang lain. Disamping itu, fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta menjadi
wadah bagi kemajuan daerah kota Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Keberadaan DPRD kota Yogyakarta diharapkan menjadi solusi bagi masalah-
masalah politik daerah kota Yogyakarta.

Oleh sebab itu, DPRD kota Yogyakarta harus belajar dari pengalaman-
pengalaman yang telah terjadi belakangan ini. Pelaksanaan fungsi legislasi
dijadikan sebagai sarana terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kota
Yogyakarta demi cita-cita masyarakat kota Yogyakarta. DPRD Kkota
Yogyakarta sebagai representasi perwakilan masyarakat kota Yogyakarta siap

bekerja keras untuk mengabdikan diri demi kemajuan masyarakat Yogyakarta.
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2. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta
a. Kendala yang bersifat teoretis
Landasan atau pondasi pembuatan Peraturan Daerah yaitu landasan filosofis,
landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini merupakan
pedoman dalam pembentukan suatu produk hukum khususnya Peraturan
Daerah. Pembuat kebijakan (legislatif) seringkali mengabaikan masalah ini,
hal itu dibuktikan dengan tidak adanya penafsiran dari tiap-tiap landasan
tersebut, sehingga efeknya adalah dasar atau landasan itu selalu menjadi
kendala setelah Peraturan Daerah itu diterapkan ditengah masyarakat. DPRD
kota Yogyakarta sebagian besar sudah kehilangan orientasi dan penguasaan
asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam ilmu hukum
sehingga rumusan Perda hasil kerja DPRD sangat memprihatinkan. Banyak
ditemukan Raperda yang materi muatannya masih tumpah tindih, tidak
sinkron, dan tidak harmonis dengan Perda lain baik yang sederajad maupun
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Kondisi yang demikian mungkin
disebabkan oleh sikap yang terlalu kompromis terhadap kepentingan politik
yang dikedepankan oleh DPRD daripada mempertahankan idealisme
keilmuan yang mereka miliki.
b. Kendala yang bersifat yuridis
Keterlibatan masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan DPRD Nomor 1

tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD sampai saat ini belum ditemukan
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metode yang ideal mengenai bagaimana melibatkan masyarakat secara
khusus untuk diikutkan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Padahal
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda adalah cara efektif
untuk mencapai pola hubungan setara antara DPRD dengan rakyat karena
partisipasi masyarakat ikut terlibat merupakan suatu hal yang wajar.
c. Kendala yang bersifat tekhnis

Pada saat pembahasan Raperda, tahap harmonisasi tidak dilaksanakan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.
Hal itu disebabkan karena DPRD tidak mengkaji secara serius mengenai apa
yang harus diperbaiki dalam materi Raperda dan ditambah lagi
ketidakhadiran anggota DPRD, komisi, panitia khusus pada saat pembahasan
Raperda tersebut. Kemudian, kesulitan kuorum dalam pembahasan Raperda
oleh anggota DPRD sehingga menghambat pembahasan Raperda. Hal itu
disebabkan karena ketidakhadiran anggota DPRD dalam mengambil
keputusan disetiap rapat paripurna yang telah disepakati bersama.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan  pemerintahan daerah di kota
Yogyakarta
a. Upaya mengatasi secara teoretis

Perda merupakan salah satu produk hukum, maka sepatutnya prinsip-prinsip
pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-

nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis pada umumnya. Agar Perda
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tersebut mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal
pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa
persyaratan dari ketiga landasan pembentukan Perda tersebut. Persyaratan itu
dapat dipergunakan sebagai landasan atau pondasi dari suatu Perda.
Persyaratan yang dimaksud adalah dibuat atau dibentuk oleh organ yang
berwenang, adanya kesesuaian bentuk/jenis Perda dengan materi muatan
yang akan diatur, adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah
ditentukan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Upaya mengatasi secara yuridis
Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari
terealisasinya pemerintahan yang bersifat pro rakyat, karena tanpa adanya
partisipasi masyarakat dan hanya mengandalkan satu pihak saja maka Perda
yang baik tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang wajib
bila DPRD untuk lebih membuka diri dengan menyadari bahwa posisinya
adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang bersih dengan
menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang terdiri dari 5
pilar, yaitu : akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi

masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara.
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c. Upaya mengatasi secara tekhnis
Transparansi dan akuntabilitas menjadi skala prioritas utama yang harus
ditanamkan oleh DPRD kota Yogyakarta dalam mempertanggungjawabkan
amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dan sekaligus menjawab
ketiga kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya
secara tekhnis. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak segan atau takut
menyalurkan aspirasinya kepada lembaga DPRD. Kemudian, DPRD harus
menjelaskan semua kebijakan yang diprogramkan dengan menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pemerintah daerah
maupun masyarakat kota Yogyakarta. Dialog dan musyawarah menjadi
forum yang dapat mencairkan suasana panas dan akhirnya dapat menerapkan
suatu kebijakan sebagai hasil kesepakatan bersama dan masyarakat diajak
untuk memberikan masukan atau usul terhadap kinerja anggota dewan.

Saran

Menurut hemat Penulis ada beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai

masukan dalam menunjang pelakasanaan fungsi legislasi DPRD kota

Yogyakarta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota

Yogyakarta, yaitu :

1. Sebenarnya DPRD Yogyakarta sangat diuntungkan karena berada di
lingkungan kota pendidikan dimana para ahli dan para pakar hukum ada di
daerah kota Yogyakarta. Jika mereka ingin membangun relasi dan

bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu dengan menyelenggarakan
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kuliah umum, bedah kasus, konsultasi kerja DPRD dan sebagainya. DPRD
sangat terbantu dengan adanya hal tersebut, tetapi DPRD tidak pernah
melakukan hal demikian. Oleh sebab itu, keberadaan perguruan tinggi di
lingkungan kota Yogyakarta memiliki kontribusi terhadap kemajuan
pemerintahan daerah dan juga sebaliknya pemerintahan daerah juga
memiliki kontribusi terhadap perguruan tinggi. Maka, memanfaatkan
potensi-potensi yang dimiki oleh kota Yogyakarta dapat membantu kinerja
DPRD kota Yogyakarta itu sendiri.

Apabila DPRD kota Yogyakarta menjadi lebih baik lagi kedepan,
penguatan kualitas sumber daya manusia lebih diutamakan dan integritas
sebagai anggota dewan. DPRD dipilih bukan sebagai wakil partai politik
tetapi DPRD dipilh sebagai wakil rakyat.

Mengedepankan sikap rendah hati merupakan senjata utama disetiap tugas
yang diemban oleh DPRD kota Yogyakarta terlebih dalam melaksanakan
fungsi legislasi. Semua kebijakan yang sudah dibuat dan yang akan dibuat
agar dikembalikan untuk dan atas nama rakyat sehingga hasil produk
hukum tidak hanya asal dibuat. selain memakan waktu yang cukup lama
tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan juga sangat sia-sia. Kemudian,
Alangkah lebih baik bila hubungan DPRD dengan eksekutif dan hubungan
DPRD dengan masyarakat kota Yogyakarta lebih harmonis demi
membangun daerah Kota Yogyakarta yang selalu menjadi andalan setiap

orang yang berkunjung di daerah kota Yogyakarta itu sendiri. Hal itu dapat
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dibuktikan dengan produk-produk hukum yang berkualitas serta
menunjukan bahwa DPRD kota Yogyakarta benar-benar memasyarakatkan
diri untuk rakyat kota Yogyakarta.

Komitmen sebagai wakil rakyat untuk mengabdi dan turut membangun
kota Yogyakarta selama periode 2009-2014 akan selalu ditunggu oleh
masyarakat dalam bentuk produk-produk hukum yang tentunya berpihak

pada kepentingan masyarakat kota Yogyakarta.
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Menetapkan
| KESATU

 KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

" PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013.

: Menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2013."

: Daftar Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

L
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2012

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA, '

HENRY KUNCOROYEKTI




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
.~ KOTA YOGYAKARTA

]LN IPDA TUT HARSONO NO 43 TELP. (0274) 540645 - 540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email : dpﬂl@)ogakota.go id; Email Intranet : dprd@intra jogjakota.go.id

e —— . ————

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 28/K/DPRD/2012
TENTANG
PROGRI%M LEG!SLASI DAERAH TAHUN 2013
bEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang -
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan program
pembentukan Peraturan Daaerah disusun secara terencana, terpadu dan
sistematis dalam Program Legislasi Daerah;

b. bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat
Paripurna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
di atas, perlu menyusun Program Legislasi Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta; |

Mengingat ~ : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
» Tahun 1945;

. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. .

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Tertib;




Srmesmae

31. |DWIASTUTI .~ GOLKAR
32. | H. TOTOK PRANOWO, BA ‘ GOLKAR
33. | R. BAGUS SUMBARJA GOLKAR
34, | Drs. SUHARTONO, S.T GOLKAR
35. | Drs. H. NAJIB M. SALEH D GOLKAR
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR W7/vep/200%8
TANGGAL % AGUSTW> %0

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PERIODE 2004 —2009 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA
NO | NAMA PARTAI POLITIK
T 3. 3.
I. | SUPRIYANTO UNTONG PPP
2. | RM. SINARBIYAT NUJANAT, S.E DEMOKRAT
3. | AGUSPRASETIO AS,S.T DEMOKRAT |
4. | SUPARDI B | DEMOKRAT
5. | JUSTINA PAULA SUYATM, BA DEMOKRAT ; |
6. |NURROSYIDAH,SP | PAN
7. | AWANG NURYANTO PAN !
8. |IRIAWAN ARGO WIDODO, S.IP PAN .‘
9. | ARIFNOOR HARTANTO, S.IP y £  PAN
10. |Ir. H. SUKARDI YANI, MM v PAN I
11. |SITIMAIMU’AH, S.Ag PAN I
12. |HJ. SRIKUSTANTIN] S. Sos S PAN |
13. | MUHAMMAD RAHMAN KUSUMA PAN i
14. | H. HERMAN ISDARMADI, A.Md.Ak e PAN
15. | DWIBUDI UTOMO, S. Pt - - PKS |
16. |ARDIANTO PKS
'17. |Drs. AHMADNURUMAM,MM PKS
18. | ANIS SRILESTARL S. Pd PKS |
19. | MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, Dipl. Rad PKS
20. | HERIPRASETYO PARMUII | PDIP
21. | SUPARDI ANTONO : PDIP
22. | Y.EKO RINTARTO, S.TP PDIP
23 | SUWARTO PDIP
24. |SUJANARKO,SE | PDIP
25. | ANDRIE SUBIANTORO ' | ~ PDIP
26. | CHANG WENDRYANTO, S.H PDIP
27. | ¥YB. MURDIYATNO PDIP

28, | OKO CAHYO DUMADI, B.Sc ~ PDIP ;
29. | HENRIKUNCOROYEKTI, S.H . PDIP
30 |SUHARYANTO - PDIP




| ANTON PRABU SEMENDAWAL S.H

L 2 3. .
31 | R EKO PURNOMO KASBIYANTORO, S.H DEMOKRAT | KOTA YK2
32 | ERVIAN PARMUNADI DEMOKRAT | KOTA YK 2
33 | AGUS PRASETIO AS, S.T DEMOKRAT | KOTAYK3
34 | ROBERT SILVANUS DENDENG 'DEMOKRAT | KOTA YK3
35 | AGUNG ATMODIO DEMOKRAT | KOTA YK 4
36 |IGN. PRAYOGO SUNARYO DEMOKRAT | KOTAYK4
37 | MARWOTOHADL SH DEMOKRAT | KOTA YK 5
38 | Ir. TONI ARIESTIONO ' DEMOKRAT | KOTAYKS
39 | CHRISTIANA AGUSTIANI GERINDRA | KOTA YK 3
40 ' GERINDRA | KOTAYKS

-,




LAMPIRANI .
KEPUTUSAN GUBERNUR
R
TANGGAL & AGUSTMUS 20>
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
PERIODE 2009 —2014 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA
NO. NAMA PARTAI POLITIK | DAERAH
PEMILIHAN
L 2 3. 4.
1. | ARDIANTO A " PKS KOTA YK 1
2 | MUHAMMAD SYAFYL S. Psi PKS KOTA YK 2
3 | MUHAMMAD FAUZAN, S.T PKS KOTA YK 3
4 |Dra. AZIZAH 'PKS KOTA YK 4
5 | MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, S.T PKS KOTA YK 5
6 | RIFKILISTIANTO,SSi | ' PAN KOTA YK 1
7 | HM.FURSAN,SE PAN - | KOTAYK2
8 | AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, S.E PAN KOTA YK 3
9 | ZULNASRI | PAN KOTA YK 4
10 | MUHAMMAD ALI FAHMI, S.E PAN KOTA YK 5
11’ | AUGUSNUR, S.H, S.IP GOLKAR KOTA YK 1
12 | FATCHIYATUL FITR], SH  GOLKAR KOTA YK 2
13 | R.BAGUS SUMBARJA GOLKAR KOTA YK 3
14 | BAMBANG SENO BASKORO, S.T ' GOLKAR KOTA YK 4
15 | Dra. SRI RETNOWATI | GOLKAR KOTA YK 5
| 16 |DAARIYANL SHut PPP KOTA YK 1
17 | M. HASAN WIDAGDO NUGROHO A PP KOTA YK 5
18 | HENRY KUNCOROYEKTI,SH | PDIP KOTA YK 1
19 | SUHARYANTO PDIP KOTA YK 1
20 | EMANUEL ARDI PRASETYA, A Md PDIP KOTA YK 2
21 | DWISARYONO PDIP 'KOTA YK 2
22 | CHANG WENDRYANTO, S.H PDIP KOTA YK 3
23 | SUJANARKO, S.E PDIP KOTA YK 3
24 | TATANG SETIAWAN, SH PDIP KOTA YK 3
25 |SUWARTO | PDIP KOTA YK 4
26 | ANTONIUS FOKKY ARDIYANTO, S.IP PDIP KOTA YK 4
27 | Dra. DEWI IRAWATI PDIP KOTA YK 5
28 DWI;WAHYU BUDIANTORO, S.Pd  PDIP KOTAYKS |
29. | RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E DEMOKRAT KOTA YK 1
30 | DANANG WAHYU BROTO, S.E DEMOKRAT KOTAYK1




7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : , : :

KESATU : Meresmikan pengangkatan mereka yang nammanya tercantum dalam
Lampiran I Keputusan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta, sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Yogyakarta Periode 2009
—2014, terhityng sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya
. tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya
selama ménjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya. ' .
Ditetapkan di Yogyakarta

pada tangggal § AGUSTUS W0

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;
. 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
6: Ketua DPD Provinsi DIY Partai ; PPP; Demokrat; PAN, PKS, PDIP; Golkar; PKB;
Demokrat, Gerindra
7. Walikota Yogyakarta;
8. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
9. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta; -
10. Ketua DPC Kota Yogyakarta Partai : PPP, Demokrat, PAN, PKS, PDIP, Golkar, PKB,




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR D ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 2N

TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN AN GGOTA
DEWAN gERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA - -

GUBERNUR‘DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
. ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca :  Surat Walikota Yogyakarta Nomor 172/2551, tanggal 29 Juni 2009,
g perihal Penyampalan surat Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 172/377 ;

Menimbang : a. bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota'
R Yogyakarta Periode 2004 — 2009 berakhir tanggal 12 Agustus 2009;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta Nomor 36 a Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon -
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, telah memenuhi syarat untuk
diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;, -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga:mana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah

. : ' _Istimewa Yogyakarta Atas Nama Presiden Republik Indonesia tentang

T : Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota  Dewan
. Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
: Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomoi 9 Taliiin 19555

- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
" Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang=Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD;

6. Peratutani Pemetintah Nomot 31 Tahun 1950 teritang betlakutiya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan Nomor 11 Tahun 1950;




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

'Kepatihan DanureJan 55213, Telepon : 512655, 562811

Nomor

Sifat
Perihal

130/4926 | Yogyakatta, 6 Agustus 2009
: 1Bendel
: Penting
: Penyampaian SK Gubernur Kepada Yth:
Walikota Yogyakarta
Di Yogyakarta
L | A -

Menanggapi surat Saudara Nomor : 172/2551, tanggal 29 Juni .2009
perihal Penyampaian surat Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 172/377, dengan
ini kami sampaikan =~ bahwa permohonan  tersebut telah dltetapkan

: deﬁgan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Presiden

Nomor : 137/KEP/2009, tanggal 5 Agustus 2009 tentang Peresmian
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Untuk itu
agar scéera ditindaklanjuti dengan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD
Periode 2009 - 2014. '

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan

~ Keputusan Gubvernur Dacrah Istimewa Yogyakarta dimaksud sebagaimana

terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara kami dcapkan terima kasih

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

3. Ketua KPU Kota Yogyakarta
(3) Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY




" PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

: DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
 Fax(0274) 555241 _
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAJL : upik@jogjakota.go.id
www.perizinan.jogjakota.go.id

WEBSITE :
_SURAT IZIN
NOMOR : 07072883
T 6TT1/34 ;
Dasar . Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/7485/V/10/2013 Tanggal :21/10/2013
. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rmcuan Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman ’
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Diijinkan Kepada  : Nama . - RIDO NIKMATANT.' NO MHS / NIM : 100510258
: Pekerjaan - - ‘Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY ‘ '
Alamat - JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta
- Penanggungjawab : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. .
Keperluan . Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN

FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA

YOGYAKARTA
Lokasi/Responden = : Kota Yogyakarta
Waktu .1 21/110/2013 Sampai- 21/01/2014
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
. \ (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Waijib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya

Dikeluarkan di Yo yakarta
Tanda tangan ‘ pada. Tanggal : 10’201 3

RIDO NIKMATAN T.

Tembusan Kepada :

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
4.Ybs. |

.NIP. 196 03__ ) 1988032004




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
: YOGYAKARTA 55213

'SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg/V/ 7485 110 /2013

331V
Membaca Surat :  DEKAN FAK HUKUM UAJY | Nomor :
Tanggal . 26 SEPTEMBER 2013 Perihal : JIN RISET
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, .

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di indonesia;

2. Peraturan Minteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, -
Pengkaijian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RIDO NIKMATAN TELAUMBANUA NIP/NIM, : 10258
Alamat JL. MRICAN BARU 28 YOGYAKARTA
Judul . PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASIDPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi . KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 21 OKTOBER 2013 s/d 21 Januari 2014

. Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun menggunggah (upload) melalui
website: adbang.jogiaprov.go.id dan menunjukkan n

3. §jin ini hanya dipergunakan untuk keperiuan ilmiah, dan pemegang ijjin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan; ,

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin'yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku. i :

’ Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 OKTOBER 2013

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. DEKAN FAK HUKUM UAJY

5 Yang Bersangkutan.




o PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AN mnAmmsomno 43 TELP. (0274) 540645 - 540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKAR!‘A 55165
Email : dn!ﬂ@tmso-!d —Email Intranet : dptd@tmjomzond '

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 030 / 603

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama o & Bejo Suwarno, S.H.

NIP : 19590307 198503 1 007
Pangkat/Gol.  : Pembina Utama Muda/lVc
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Dengan ini memerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama ‘ : Rido Nikmatan T.

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum —
¥y ' UAJ Yogyakarta ~

Nmr Mahasiswa’ : 100510258

Alamat . JI. Mrican Baru 28, Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelltlan di DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka
penyusunan Skripsi dengan judul Proposal : “PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA ”.

Dari tanggal 210ktober 2013 s/d 15 November 2013

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya. '

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal :© 15 November 2013

D KOTA YOGYAKARTA




Menimbang

Mengingat

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATATERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

a.

p L,

bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD, maka Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
02/DPRD/Tahun 2009 tentang Tata Tertib sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya perlu dicabut dan
diganti;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4836);



Menetapkan

10.

11.

124

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1637);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
TATA TERTIB.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

> w N

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

© ©® N o v

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi
oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

11. Hari adalah hari kerja.



BAB I
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui
pemilihan umum.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1)

)

®3)

(4)

(®)

Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:
a. legislasi;

b. anggaran; dan

C. pengawasan.

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam
membentuk peraturan daerah bersama Walikota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam
membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersama Walikota.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diwujudkan dalam
mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a.
b.

C.
d.

—h

membentuk peraturan daerah bersama Walikota;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD
yang diajukan oleh Walikota;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian;

memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan Jabatan wakil walikota;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan
oleh pemerintah daerabh;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak
ketiga yang membebani APBD dan masyarakat serta mengakibatkan berkurangnya aset
daerah;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
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mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 6
Anggota DPRD sebanyak 40 (empat puluh) orang.
Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
Anggota DPRD berdomisili di Daerah.

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota
DPRD baru mengucapkan sumpabh/janiji.

Bagian Keempat

Sumpabh/Janji

Pasal 7

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna
Istimewa DPRD.

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota
DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.

Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada
pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pengucapan sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat
yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-
undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang
harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau
hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah
hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 8

Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna
istimewa DPRD.

Pasal 9

Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.



(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD
yang beragama :

a. Islam, diawali dengan frasa “ Demi Allah”;

b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa “ Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita
acara pengucapan sumpah/janiji.

Pasal 10
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut: "Demi Allah
(Tuhan) saya bersumpah/berjaniji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi
tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan
tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 11
(1) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1), terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.

(2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;

c. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan
pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;

d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;

e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh
satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri;

f.  pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;

g. serah terima Pimpinan DPRD Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis
dengan penyerahan palu pimpinan;

h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
i. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Walikota;
j- pembacaan doa;

k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan



penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD
meliputi :

(4)

a.

Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan
ketentuan dari instansi yang bersangkutan;

Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil
lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan
pakaian nasional;

undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara,
undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria
dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

a.

Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta /Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri disebelah kanan Walikota;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah
disediakan;

setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah Kkiri
Walikota;

Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta /Wakil Ketua
Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri di
tempat yang telah disediakan;

Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
dan

Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB Il
PELAKSANAAN HAK

Bagian Pertama

Umum
Pasal 12
DPRD mempunyai hak :
a. Interpelasi;
b. Angket; dan
c. Menyatakan pendapat.
Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan peraturan daerabh;
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Mengajukan pertanyaan;

Menyampaikan usul dan pendapat;
Memilih dan dipilih;

Membela diri;

Imunitas;

Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
Protokoler;dan

Keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 14

Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7
(tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD,
disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan
alasan permintaan keterangan serta ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan
nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 15

Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, oleh Pimpinan
DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan
lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi
kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
Fraksi;

Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada
Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul
berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripuma DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu
perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari
1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan
DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Walikota.
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Pasal 16

Walikota wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan
keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Rapat
Paripurna DPRD.

Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.

Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Walikota memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jawaban
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara resmi
oleh DPRD kepada Wallikota.

Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan
untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 17

Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7
(tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan

b. alasan penyelidikan.

Pasal 18

Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap walikota dapat disetujui atau
ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya sebelum
memperoleh Keputusan DPRD.
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Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara
resmi kepada walikota.

Usul diterima menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat
paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 19

DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1).

Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan
keputusan DPRD.

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul
tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 20

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan
penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang
diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD
kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah
telah dipanggil tiga kali secara patut dan berturut-turut tidak memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diterima oleh DPRD dan
ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat
penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dari hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya.

Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih,
Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari
jabatannya.

Pasal 22



Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling
lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
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Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 23

Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap
kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket.

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling
sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh pimpinan
DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari
Badan Musyawarah.

Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
b. Walikota untuk memberikan pendapat;dan

c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat
Walikota.

Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usulnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat
tersebut menjadi pendapat DPRD.

Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
a. Pernyataan pendapat;

b. Saran penyelesaiannya; dan

c. Peringatan.
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Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD
apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang
hadir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 25

Anggota DPRD mempunyai hak :

~ o a0 o p

s «©
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(6)

()

8

mengajukan rancangan peraturan daerabh;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan

keuangan dan administratif.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 26
Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan
DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan
kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan
kepada Rapat Paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas
usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada :

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa
DPRD.
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Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa
walikota.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 27

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah
berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.

Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas
disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna
memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
ditindaklanjuti.

Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada walikota.

Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati
bersama.

Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh walikota disampaikan secara tertulis,
tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.

Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh walikota secara lisan.

Apabila walikota menjawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan
Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat
mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar walikota dapat
memberikan jawaban yang lebih jelas.

Jawaban walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada
Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 28

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢ diusulkan
oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
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b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 29

(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, oleh pimpinan
DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari
Badan Musyawarah.

(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan

c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat
Walikota.

(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usulnya.

(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat
tersebut menjadi pendapat DPRD.

(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
C. peringatan.

(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD
apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang
hadir.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 30
(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan
DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan
kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan
kepada rapat paripurna DPRD.

(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas
usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada  ayat (5)
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak

mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
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Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi
prakarsa DPRD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa
Walikota.

Pasal 31

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah
berkaitan dengan fungsi, tugas,dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara
tertulis.

Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati
bersama.

Pasal 32

Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik
kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan
memperhatikan tata krama, etika,moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik
DPRD.

Pasal 33

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari
alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

)

(1)

)

®3)

Pasal 34

Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertibo DPRD.

Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum
pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 35

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam
rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD.

Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD
yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup
untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
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Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai
anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas
pada masa jabatannya.

Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan
fraksinya.

Pasal 37

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 38

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a.
b.

N 0]

Z Q

(1)

(2)
®3)

4

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menaati peraturan perundang-undangan;

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah
pemilihannya.

BAB V
FRAKSI

Pasal 39
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan
kewajlban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di
DPRD.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
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Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang
ada atau membentuk fraksi gabungan.

Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk
membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan
yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan
anggotanya dalam satu fraksi.

Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) bersifat tetap selama keanggotaan DPRD.

Pasal 40

Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD
tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal
39 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua)
fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), partai politik yang
memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk
membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang
memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk
membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 41
Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai sekretariat fraksi.

Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan
anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 42

Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga
ahli.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan
a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling
singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3

(tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu)
tahun;

b. Menguasai bidang pemerintahan; dan

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 43
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Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas
ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat
kolektif dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

(1)
)

®3)

(4)

®)

(6)

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 45
Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan
urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah
kursi terbanyak pertama di DPRD.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang
berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara
berjenjang.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD
yang berasal dari partai polittk yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga
dan/atau keempat.
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Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggata DPRD yang berasal
dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan
urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah
perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 46

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum
terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok
memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan
peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD
definitif.

Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu)
orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh
wakil partai politik bersangkutan.

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai
kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 47

Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada
pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna
DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada
gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 48

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpah/janji digedung DPRD setempat yang dipandu oleh
ketua pengadilan negeri.

Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) karena alas an tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan
sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan,
pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.

Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior
pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 49
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Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua
dan Wakil Ketua;

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi
kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

d. menjadi juru bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
f.  mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya
sesuai dengan Keputusan DPRD;

h. mewakili DPRD di Pengadilan;

i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.  menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang
pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang
khusus diadakan untuk itu;

I.  Menetapkan pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, pimpinan Badan
Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga
puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu
pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan
sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
kembali

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga
puluh) hari, partai politk asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara
mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari
partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan
sementara.

Pasal 50

Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janiji
pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan
DPRD

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d apabila yang bersangkutan :

a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan; atau

b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

19



(4)

()

1)

)

®3)

(1)

)

(1)

)

®3)

(1)

)

®3)

(4)

®)

)

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara
pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan
ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

Dalam hal pimpinan DPRD berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD
dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 47.
Pasal 51

Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
rapat paripurna DPRD.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan DPRD.

Pasal 52

Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara
rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

Pasal 53

Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(2) berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD
dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan
DPRD kepada gubernur melalui walikota.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 54

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah
anggota dan paling banyak %2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah
terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah
merangkap anggota.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan
sebagai Anggota.
Pasal 55

Badan Musyawarah bertugas:
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menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan,
atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu
masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan
tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan
yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang
lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas
masing-masing;

menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan
Musyawarabh.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

a.

b.

Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarabh;
dan

Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Pasal 56

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD
pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu
Komisi.

DPRD membentuk 4 (empat) Komisi yang terdiri atas:

a. Komisi A : Pemerintahan.

b. Komisi B : Perekonomian dan Keuangan.

c. Komisi C : Pembangunan.

d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat.

Pembidangan masing-masing Komisi :

a. Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan

dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan,
Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat.

Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan
Daerah.

Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya
Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.

Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga
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Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan
Pangan, Kebudayaan, Agama.

Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama
sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang.

Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan
dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain
didasarkan atas usul fraksi, dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi
pada awal tahun anggaran

Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama dua
setengah tahun.

(10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang

(1)

)

digantikan.

Pasal 57

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan
DPRD.

Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja
komisi kepada Badan Musyawarah.

Pasal 58

Komisi mempunyai tugas:

a.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan
keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai
dengan ruang lingkup tugas komisi;

Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;

Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan
DPRD;

Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang
tugas masing-masing komisi; dan

Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas
komisi.

Bagian Kelima
Badan Legislasi Daerah

Pasal 59

22



Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk
dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 60

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

(@)

®3)
(4)

(1)

)

®3)
(4)

(1)

Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.

Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi

Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 61

Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang
Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan
anggota.

Masa jabatan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 %2 (dua setengah) tahun.

Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 62

Badan Legislasi bertugas:

a.

menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan
prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran
di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;

mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah
Daerah;

menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum
rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh
anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan
daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam
program legislasi daerah;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi
muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau
panitia khusus;

memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah
yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah
maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan
sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;

Bagian Keenam
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Badan Anggaran
Pasal 63

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak %
(setengah dari jumlah anggota DPRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran
merangkap anggota.

Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Angaran ditetapkan dalam rapat
paripurna.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan
sebagai anggota.

Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya kealat
kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal
tahun anggaran.

Pasal 64

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a.

1)

()
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Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota
dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling
lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk
memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD
serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil
evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerabh;

Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan
kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang
disampaikan oleh walikota;

Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 65

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang
dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 5 (lima) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
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Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1
(satu) orang calon anggota Badan Kerhormatan

Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan
yang digantikan.

Keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2 % (dua setengah) tahun dan dapat
diusulkan kembali melalui fraksinya.

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang
secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 66
Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik,
dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan,
citra, dan kredibilitas DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata
tertib dan/ atau kode etik DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD,
anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ kepada rapat paripurna DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan
berwenang :

a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau

peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan Klarifikasi atau pembelaan atas
pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk
untuk meminta dokumen atau bukti lain;

menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau
peraturan tata tertib DPRD;

Pasal 68

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar

kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan,verifikasi
dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
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d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan,
teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan,pimpinan
fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian
sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 69

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf ¢ disampaikan secara
tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan
kepada Badan Kehormatan.

(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak
menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan
menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan
DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Badan Kehormatan.

Pasal 70

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan
Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(2) Penyelidikan, verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/
atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/ atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang
terkait.

(3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

(4) Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan,
verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 71

(1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan
menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan
Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD
menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan
keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
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(5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui walikota.

(6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus
Pasal 72

(1) Panitia Khusus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tidak tetap.

(2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna
DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

(3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

(4) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan
dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

(5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota
komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

(6) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

(7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 73

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh badan
Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.

Pasal 74

(1) Selain kegiatan rapat-rapat, dalam melaksanakan tugasnya alat kelengkapan DPRD
dapat melakukan kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB VII
PERSIDANGAN,RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu

Persidangan
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Pasal 75

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat
pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD.

(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa
persidangan.

(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa
reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan
tanpa masa reses.

(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok
untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas
hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat
Pasal 76
(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
a. rapat paripurna;
b. rapat paripurna istimewa,
c. rapat pimpinan DPRD;
d. rapat fraksi;
e. rapat konsultasi;
f. rapat Badan Musyawarah;

. rapat komisi;

o Q

. rapat gabungan komisi;

. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Legislasi Daerah;
k. rapat Badan Kehormatan;

|. rapat panitia khusus;

.rapat kerja;

. rapat dengar pendapat;

033

. rapat dengar pendapat umum; dan
p. rapat konsinyering.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan
keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua untukmelaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

28



(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau
wakil ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan walikota atau pejabat yang ditunjuk
atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan
walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik
lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi,
gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi
kemasyarakatan maupun perorangan.

(17) Rapat Konsinyering merupakan kegiatan yang diselenggarakan di hotel/gedung bukan
milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berupa rapat intensif dalam rangka
pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan
DPRD, Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD,
serta pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan permasalahan
mendesak yang berdampak sistemik di masyarakat dengan jangka waktu pelaksanaan
minimal 2 (dua) hari.

Pasal 77

(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1
(satu) tahun masa sidang.

(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas
usul:
a. walikota;

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/ 5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD
yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD
berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 78
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(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan
pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 79
Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.

Pasal 80

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna
istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi,
rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi,
rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja,
dan rapat dengar pendapat.

Pasal 81

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh
pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan
dibahas.

Pasal 82
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.

(2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang
diumumkan oleh peserta rapat.

(3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat
tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
merahasiakannya.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar
untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang
berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

(2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi
pembicaraan rapat.

(3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh
pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung
oleh pimpinan DPRD.

Pasal 84
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Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam
rapat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 85
Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.

Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau
alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh
pimpinan DPRD.

Pasal 86

Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun
rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menandatangani daftar hadir rapat.

Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

Anggota DPRD vyang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib
memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan
Pasal 87

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 88

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 89

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD
untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan
pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
walikota dan/ atau wakil walikota;

b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah
dan APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat
paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

apabila:
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(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda
paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1
(satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak
angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta
menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat
paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak
dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur .

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, cara penyelesaiannya diserahkan
kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani
oleh pimpinan rapat.

Pasal 90

(1) Pada setiap rapat paripurna, diperdengarkan/dinyanyikan Lagu Indonesia Raya.
(2) Lagu Kebangsaan tersebut ayat (1) diperdengarkan/dinyanyikan pada awal rapat

(1)

()

setelah rapat dibuka oleh pimpinan sidang.

Pasal 91

Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f, huruf
g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf | memenuhi kuorum apabila dihadiri secara
fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat
kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan
sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 92

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun
berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua
pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 93

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan
atau keterangan dan/ atau naskah akademik.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
berdasarkan program legislasi daerah.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan rancangan peraturan
daerah di luar program legislasi daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan,
Serta Penyebarluasan Prolegda
Paragraf 1
Penyusunan dan penetapan
Pasal 94

Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
Badan Legislasi Daerah.

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi
Daerah.

Pasal 95

Badan Legislasi Daerah dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan
dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.

Badan Legislasi Daerah meminta usulan dari fraksi, komisi, atau masyarakat paling
lambat 20 (dua puluh) hari dalam masa sidang sebelum penyusunan Prolegda.

Usulan dari fraksi, komisi dan/atau masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan
Legislasi Daerah.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan
menyebutkan judul rancangan peraturan daerah disertai dengan alasan yang memuat:
a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
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b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;dan
d. Jangkauan serta arah pengaturan.

(5) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinventarisasi oleh Sekretaris DPRD,
selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi Daerah untuk menjadi bahan
koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 96

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Badan
Legislasi Daerah dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, atau masyarakat.

Pasal 97

(1) Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta guna menyusun dan menetapkan prolegda untuk tahunan.

(2) Dalam pembahasan Prolegda, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah
didasarkan atas :
a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Sistem perencanaan pembangunan nasional,
Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
Rencana pembangunan jangka menengah daerabh;

Rencana kerja pemerintah daerah; dan

-~ o oo o

Mengakomodasi aspirasi masyarakat.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda tahunan, selain berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan
Prolegda tahun sebelumnya.

(4) Hasil penyusunan Prolegda antara Badan Legislasi Daerah dan Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi Prolegda dan
selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

(5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan persetujuan
bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 98

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada walikota.

(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Legislasi
Daerah kepada anggota,fraksi, komisi dan masyarakat.

(3) Penyebarluasan Prolegda kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media
elektronik dan/atau media lainnya.

Paragraf 3
Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diluar Prolegda
Pasal 99
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(1) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (4) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan peraturan
daerah yang meliputi:

a. kebutuhan dan tujuan penyusunan;

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
d. Jangkauan serta arah pengaturan.

(2) Konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan peraturan daerah yang diajukan diluar Prolegda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau

b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya kebutuhan daerah atas
rancangan peraturan daerah yang dapat disepakati olen Badan Legislasi Daerah
dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

(4) Rancangan peraturan daerah yang diajukan diluar Prolegda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi Daerah dan selanjutnya
Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam
rapat paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD
Pasal 100

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/
atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor
pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD
disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua
anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a.pengusul memberikan penjelasan;
b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah prakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
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c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,
Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan
peraturan daerah tersebut.

(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan
surat pimpinan DPRD kepada walikota.

Bagian Keempat
Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota
Pasal 101

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota diajukan dengan surat walikota
kepada pimpinan DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota disiapkan dan diajukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Apabila dalam satu masa sidang walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan
daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah
yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan
oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 103

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas oleh
DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat | dan
pembicaraan tingkat Il.

(3) Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari walikota dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:

1) penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan
daerah;

2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan

3) tanggapan dan/ atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.

b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:

1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan
Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai
rancangan peraturan daerah;

2) pendapat walikota terhadap rancangan perda; dan

3) tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang
dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1) penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan
panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil
pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. pendapat akhir walikota.
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(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara
DPRD dan walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 104

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPRD dan walikota.

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan
penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh walikota, disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.

(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh walikota.

(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa
sidang yang sama.

Pasal 105

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan
daerah.

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.

Pasal 106

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditetapkan oleh
walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat
daerah dan walikota.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah
menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerabh.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah
peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

(6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata
ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh
Pemerintah dan/ atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan
kepada Pemerintah dan/ atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 107

(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota
DRPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD.

(2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan DPRD tentang kode etik.

(3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat ketentuan tentang:

a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik; dan
C. pengaturan mengenai:
1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
2) tata kerja anggota DPRD;
3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerabh;
4) tata hubungan antar anggota DPRD;
5) tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7) kewajiban anggota DPRD;
8) larangan bagi anggota DPRD;
9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11) rehabilitasi.

Pasal 108

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;

. memiliki integritas tinggi dan jujur;

. menegakkan kebenaran dan keadilan;

SO O T

memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras,
asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain
di luar tugas dan kewajiban DPRD;
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h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (3) huruf ¢ angka 2 memuat ketentuan antara lain:

. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;

. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
. menghadiri rapat DPRD secara fisik;

bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;

Q@ - o o 0 T @

. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan
dinyatakan terbuka untuk umum;

h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri,
baik atas beban APBD maupun pihak lain;

i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari pimpinan
DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak
lain; dan

k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu
dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 110

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (3) huruf ¢ angka 4, tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf ¢ angka 3, tata hubungan
antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf
¢ angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif,
responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD
dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 111

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara
lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil
rakyat.

Pasal 112
Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113
Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (3) huruf ¢ angka 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114
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Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf ¢ angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap,
perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan
adat budaya setempat.

Pasal 115

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (3) huruf ¢ angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf ¢ angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 116
(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak
sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang
menerima gratifikasi.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 117

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai
anggota DPRD.
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(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 118

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/ atau

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 119

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan
Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD

yang
tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 120
1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan
apapun;

b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPRD;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sabh;
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e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi
anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/ atau pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

Pasal 121

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf
a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh
pimpinan partai politik kepada kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada
gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD
kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota
DPRD kepada gubernur.

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota paling lama 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kota dari walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku
sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berlaku sejak tanggal putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 122

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1),
dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam
keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat,
dan/ atau pemilih.

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada
rapat paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah
dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD
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menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik
yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul
pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dari pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota paling lama 7
(tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang
pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian
pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan
Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian
anggotanya dari walikota.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu
Pasal 123

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat
(1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang
sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan
anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 124

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD kota yang diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan
fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang
bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan
partai politik yang bersangkutan.

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat
pimpinan DPRD kabupaten/ kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui
walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
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(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/ atau
menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 123 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan
hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama
calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui walikota.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota
mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian
dan pengangkatannya.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari
walikota untuk DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan
pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kota.

(7) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu
anggota DPRD kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kota.

Pasal 125

(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan
anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa
masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD
tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya
masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan
Pasal 126

(1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
e

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau
bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;
i. terdaftar sebagai pemilih;

j- bersedia bekerja penuh waktu;
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k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan
usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

I.  bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris,
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus
pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
0. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat
keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan
menengah;

c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat;

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani
di atas kertas bermeterai cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/
pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kota yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik
daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara,;

i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik
untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah
pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota
dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus
melampirkan:
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a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari
pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga partai politik;

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal
anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
atau

b. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,
dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan
DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan

c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh
KPU; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai polittk yang mengusulkan
penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

(4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di
masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 127
(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD
dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kota yang bersangkutan kepada
walikota.

(4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada
gubernur.

(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai
tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta
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1)

)

1)

)

®3)

tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 128

Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai
anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan
kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik
tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 129

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a atau huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota
DPRD.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota
DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 130

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD

yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari
gubernur.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh

gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau
pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan
keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
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BAB XIlI
PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 131

(1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan antara pimpinan DPRD dengan walikota.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/ atau
rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran
sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/
kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan; atau

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang
ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD
didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi
dan walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik
atas prakarsa pimpinan DPRD maupun walikota.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat
paripurna DPRD.

Pasal 132

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 juga dapat dilaksanakan dengan
pimpinan instansi vertikal di daerah.

(2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di
daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XIV
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 133

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD
menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi
masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu
permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses
administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat
kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat
menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya.

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan
DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti
dengan:
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a. rapat dengar pendapat umum;

b. rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat diatur
oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XV
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
Pasal 134

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar
atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan
DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling
singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)
tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai
kebutuhan atas usul anggota DPRD.

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai
dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 135
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 02/K/DPRD/2009 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 136
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 April 2010

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,
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TTd

HENRY KUNCOROYEKTI
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